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FENTANG

PENERTIBAN PEREKAMAN ATAS GENDING DAN TABUH SERTA
PERTUNJUKAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAN TINGKAT I BALL

Mendengar

Menimbang

1. Pertimbangan dari pada LISTIBIYA Tingkat I Bali ten-

tang perlu diadakan pengaturan atas tindakan perekaman
yang ditakukan untuk tabuh gending dan pertunjukan Ke-
budayaan Bali.

. Pertemuan penjajagan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi

Bali, Kepala Dimas Perindusiian Tingkat I Bali, Assisten
11 Bidang Kebudayaan Tingkat I Bali di Kerta Sabha pa-
da tgl. 26 Mei 1975.- ! )

1. bahwa akhir2 ini terasa makin banyaknya dilakukan pe-

rekaman terhadap lagu/gending, kekawin, tabuh pertun-
jukan kebudayaan Bali ; -

). bahwa dirasakan dengan perekaman tsb. sangat merugi-

kan pihak seniman maupun sekehe yang sementara I
menjadi sasaran ;
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Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat
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3. bahwa disamping itu melihat tindak perckdman yang
dilaksaniakan, secara liar idan bebas sehingga dilupa-
kan faktor dari sifat, bentuk, hakekat dari pada Kebuda-
yaan Bali tersebut yang sangat erat sangkut pautnya de-
ngan agama Hiridu. : .

4. bphwa oleh karena itu dipandang perlu untuk diadakan
satu pengaturan terhadap perekaman dengan kassete, baik
dalam prosedure, pengawasan jenis dan sifa¢nya, sehing-
ga akan dagpiat ditimbulkan satu suasana yang sangat meng
kait dan membantu pembinaan, perkembangan dan kese-
jahteraan para seniman serta kebudayaan Bali tersebut.

— Undang - Undang Nomer .5 tahun 1974.

— Keputusan Presiden R.I, No. 9 tahun 1973 (Staatblad 1912;
Undang - Undang Hak Cipta).

— Keputugen Presiden R.I. No. 100 tahun 1973

MEMUTUSKAN

-

Semua perckaman yang dilakukan terhadap kesenian Daerah
Bali (pertunjukan, gending?, Kidung2, kekawin dll) harus men-
dapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.-
Menunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali wuptuk
metigeluarkan ijin dimaksud diktum pertama dalam lingkungan
wilayah masing2, ‘dengan memperhatikan ketentuan? berikut :
1. Materi yang alan direkam tidak bertentangan dengan ni-
lai2 moraj/agama dan Pancasila dan sejalan dengan pem-
binaan kebudayaan di Daerah Tingkat 1 Bali, dengan pe-
nilaian, oleh LISTIBIYA Tingkat 1 Bali.

2, Antara pihek perekam dan pihak seniman//sekehe sudah
ada surat perjanjian yang disyahkan oleh LISTIBIYA Da-
erah Tingkat I Bali.

3. Ketentuan - ketentuan lain yang telah ada/berlaku dalam
rangkaian aktivitas perekaman tersebut.

Perekaman2 yang dilakukan sebelum suriat Keputusan ini di

keluarkan. agar delam waktu se-lambat2nya tiga bulan dari

tanggal penetapan sudah memenuhi ketentuan punt pertama
dan kedua dari ketetapan ini. -

1. Perekaman yang dilakukan untuk maksud2 dokumentasi/
promosi oleh orang2 asing/luar negeri pengeluaran ijin

tetan menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Bali.

2. Perekaman yang bersifat pribadi dan bukan dengan mak-
sud diperdagangkan tidak terkena oleh surat Keputusan
ini, tetapi tetap dengan persetujuan seniman/sekehe yang
bersangkutan.



Kelima

Keenam

TEMBUSAN

Pengawasan terhadap pelaksan;aan surat Keputusan ini di-
serahkan kepada

1. Kejaksaan Tinggi Daerah Tingkat 1 Bali.

2. KOMDAK XV NUSRA.

3. LISTIBIYA Daerah Tingkat T Bali.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalem
penetapan ini, akan d’adakan perubahan dam pembetulan se-
bagaimana mestinya.-

DITETAPKAN : DI DENPASAR
PADA TGL. . 21 JULI 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

t.t.d.
(SOEKARMEN).

Surat Keputusan disampaikan kepada

Baprak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Bapak Menteri P dan K. R.1. di Jekarta ;

Dirjen. Kebudayaan Dep. P dan K. R.I. di Jakarta ;
MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar ;

Staf lengkap Kantor Gubernur Kdh. Tk. 1 Bali di
Denpasar ;

Bupati Kepala Dacrah Tk. II di Bali ;

MUSPIDA Tingkat 1T di Bali ;

Perwaxilan Dep. P dan K. Tingkat I Bali di Denpascs |
Ass. 11 Bidang. Kebudayaan Perw Dep P dan K, Tk. 1
Bali di Denpasar ;

iKabin Kesenizgn Piopinsi Bali di Denpasar ;

Yang bersangkutan, para pengusaha dan penjual kassete.
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Diundangkan dalzim Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali ¢

No. 91 tanggal 21 Agustus 1975.

Seri D No. 89:

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTT ).-
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